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ABSTRAK 

Muhammad Ivan Takochi : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja 

      Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 

      Permukiman Provinsi Sumatera Barat 

 

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE. M.Si 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan instansi 

dalam melaksanakan program kerja pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Alat – alat yang digunakan adalah rasio 

keuangan pemerintah antara lain Efisiensi, Efektifitas, Varian, Pertumbuhan dan 

Keserasian Belanja. 

 Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Penulis mengumpulkan data langsung dari Dinas Prasarana Jalan Tata 

Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.. Bentuk penelitian yang penulis 

gunakan yaitu wawancara. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara 

menanyakan secara langsung dengan salah satu karyawan bagian aset tetap. 

Gunanya untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis. 

Kesimpulan yang penulis dapat adalah bahwa Dinas Prasarana Jalan Tata 

Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program 

dengan baik. Walau masih terdapat kegagalan program dikarenakan kesalahan 

penetapan program ataupun ketidaksiapan pelaksanaan instansi dalam 

menjalankan suatu program kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Instansi pemerintahan  merupakan satuan kerja, lembaga, 

kesektariatan dan instansi pemerintahan lainnya baik pusat maupun daerah  

yang  menjalankan  tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Lembaga tersebut memang sengaja dibentuk untuk mengurusi 

segala macam hal yang berkaitan dengan jalannya sistem pemerintahan. 

Instansi pemerintah berperan sebagai pelaksana sekaligus pengontrolan 

semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Instansi pemerintah memerlukan 

daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut 

kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya dan berupa 

sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai 

tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Oleh karena itu, instansi 

pemerintah memerlukan anggaran belanja yang berguna menunjang 

kegiatan di pemerintahan tersebut. Anggaran belanja yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sudah diatur dalam peraturan daerah dengan 

pertanggung jawaban dalam pengeluaran belanja. 

Menurut Munandar (2001) menyatakan bahwa “Untuk pencapaian 

target indikator kinerja terhadap masing- masing sasaran pada lembaga 

harus didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari 

beberapa kegiatan yang mendukungnya”. Terdapat hubungan yang tidak 

terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan – 
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kegiatan. Salah satunya, evaluasi kinerja pada anggaran belanja yang 

merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada 

penetapan kinerja. 

Sementara Mulyadi menyatakan bahwa “Anggaran belanja 

merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka 

pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya 

meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 

direncanakan untuk tahun itu”. Dengan anggaran manajemen dapat 

menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan 

antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai. Oleh 

karena itu anggaran belanja yang digunakan oleh instansi merupakan hal 

yang penting untuk diawasi agar tidak terjadi pengeluaran yang seharusnya 

tidak diperlukan. Agar terlaksananya anggaran belanja yang efisien, efektif 

dan meningkatnya pertumbuhan belanja yang sesuai dengan  peraturan 

daerah. Pemerintah dituntut untuk ikut berperan aktif dalam  menghadapi 

tekanan tersebut. Pemerintah harus melakukan tindakan  yang efisien dan 

memperhitungkan biaya ekonomi beserta dampak negatif serta 

penanggulangannya agar tidak terjadi hal yang sama ditahun – tahun 

berikutnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan anggaran 

belanja dengan efisien dan mengolah pengeluaran belanja dengan baik. 

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan 

anggaran yang dilakukan oleh pemerintah  tidak dapat langsung 
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dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang 

ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada 

perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang 

memperoleh  laba dalam pelaksanaan teknisnya. Oleh karna itu dalam hal 

ini kesemua aspek yang ada dalam  proses pengambilan keputusan dalam 

proses dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja agar 

terlaksana keefisienan dan keefektifan penggunaan anggaran yang ada 

yang telah dianggarkan. Dalam penilaian kinerja anggaran dapat dilihat 

dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan 

disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi 

selama masa tahun anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan 

sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang 

akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. 

Berdasarkan  Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah danUndang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 

masyarakat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat 

teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin 

dicapai dalam satu tahun anggaran.Penjelasan pemerintah tersebut 
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mengisyaratkan semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam 

APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 10 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 75 

Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa setiap pengeluaran 

daerah sudah memiliki ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh 

Gubernur, sehingga dapat dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. 

Menurut Mardiasmo (2004:169) menyatakan bahwa “Kelemahan 

utama dalam pengeluaran belanja adalah tidak adanya ukuran yang dapat 

dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, 

ratifikasi (pengesahan), implementasi dan evaluasi pengeluaran belanja. 

Oleh Karena itu, pemborosan akan sangat mudah terjadi karena belanja 

yang tidak efisien sehingga belanja yang dikeluarkan melebihi dari 

anggaran yang sudah ditetapkan”. 

Penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintahan masih belum 

baik.Pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan 

untuk penyusunan prioritas.Tetapi, lebih banyak menyesuaikan dengan 

arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Akibat orientasi seperti itu, 

maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung 

terabaikan. 
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Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:167) menyatakan bahwa 

“Lemahnya perencanaan pengeluaran akan memunculkan kemungkinan 

underfinancing and overfinancing yang keseluruhannya mempengaruhi 

tingkat efisiensi serta perumbuhan belanja dan efektifitas pada unit – unit 

kerja pemerintah daerah.Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi 

unit kerja yang mengalami underfinancing adalah rendahnya kapabilitas 

program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik.Sedangkan 

untuk unit kerja yang menikmati overfinancing masalah yang dihadapi 

adalah efisiensi yang rendah”. 

Dalam situasi seperti ini, menyebabkan banyak layanan publik 

dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada 

dasarnya merupakan dana publik (public money) yang habis dibelanjakan 

seluruhya. 

Belanja dalam laporan pelaksanaan anggaran merupakan 

komponen penting yang mengundang perhatian publik. Belanja daerah 

juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan 

daerah karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan 

terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan dan pengendalian 

belanja sangat perlu dilakukan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 bahwa standar 

akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.  Konsep 



6 
 

dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan 

dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, 

efisien dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip – prinsip 

manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan bekelanjutan. 

Menurut Halim (2007:129) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan 

daerah harus memperhatikan dua aspek dengan optimalisasi, yaitu aspek 

pendapatan dan pengeluaran. Tetapi, manajemen belanja daerah perlu 

mendapat perhatian lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan, 

sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan 

memperolehnya.Dalam kondisi tertentu, seringkali menghemat anggaran 

lebih sulit dibandingkan mengejar target pendapatan”. 

Disamping itu, korupsi lebih banyak terjadi pada aspek 

pengeluaran, seperti pada belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja 

modal.Karena sifat pengeluaran yang mudah dilakukan dan rawan korupsi 

tersebut maka untuk mengurangi pemborosan anggaran, penyelewengan 

dan korupsi anggaran, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen 

belanja daerah.Hal itu penting karena manajemen belanja tidak sekedar 

terkait masalah teknis bagaimana menghemat pengeluaran.Tetapi, juga 
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terkait dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran 

secara efisien, efektif, adil dan merata. 

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi 

Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang 

perizinan jalan, tata ruang dan permukiman.Instansi pemerintah tersebut 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggaran yang telah ditetapkan, 

sehingga melalui kegiatan belanja tersebut dapat dilihat apakah 

pelaksanaan anggaran belanja sudah terealisasi atau belum. 

Selain masalah korupsi yang biasa terjadi pada umumnya tak 

hanya pada instansi ini. Hal lain yang menjadi masalah pada instansi 

tersebut adalah masalah program kerja pembangunan jalan yang secara 

khusus, kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. Kegiatan 

pembangunan yang telah ditetapkan tetapi tidak terlaksana karena masalah 

pada kontrak pembangunan serta kendala lainnya berupa pembatalan 

program kegiatan yang disebabkan oleh lahan yang tidak memadai dan 

program kerja yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. 

Perjalanan dinas dan kendaran dinas juga termasuk menjadi 

masalah yang harus dievaluasi instansi karena seringnya perjalanan dinas 

dilaksanakan dengan dalih untuk menunjang pertumbuhan intansi dan 

mempelajari pembangunan daerah di provinsi lain serta ketidakpastian 

dalam penentuan bahan bakar minyak. 

Rencana pembangunan pengadaan perpustakaan juga termasuk 

menjadi masalah yang harus dievaluasi karena rencana yang sudah disusun 
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atau ditetapkan tidak terealisasi dengan prencanaannya. Alasan karena 

tidak terealisasinya prencanaan tersebut adalah karna tidak adanya 

perpustakaan di instansi tersebut. Dengan anggaran yang telah dikeluarkan 

tetapi rencana yang sudah ditetapkan tidak berjalan dengan semestinya. 

Dengan alasan untuk memperluas pengetahuan dengan menambahkan 

perpustakaan sebagai alasan untuk mengeluarkan anggaran untuk 

pengadaan perpustakaan, sedangkan di instansi tersebut tidak dilengkapi 

dengan perpustakaan. Hal ini pun cukup menyita perhatian. 

Tetapi secara keseluruhan permasalahan yang terjadi disebabkan 

penetapan program kerja anggaran belanja yang tidak sesuai dengan 

kemampuan instansi dalam melaksanakan suatu program kerja.Sehingga 

program kerja anggaran belanja yang telah disusun tidak dapat terealisasi 

dengan baik.Hal ini yang mengakibatkan permasalahan dalam pencapaian 

kinerja pada anggaran belanja yang harus dievaluasi dan memperbaiki 

sistem kinerja penetapan anggaran belanja. 

Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh 

instansi terkait dan sebab itulah kinerja anggaran belanja memiliki peran 

untuk memperlihatkan kepada instansi tentang anggaran belanja tiap 

tahunnya. Dan dengan memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja 

anggaran, maka instansi dapat mengevaluasi dan mempelajari apa yang 

harus diperbaiki baik itu sistem anggaran maupun program kerja anggaran. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengembangkan pembahasan melalui rasio 
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efisiensi, efektifitas, varian   belanja, pertumbuhan belanja dan keserasian 

belanja.Karena rasio tersebut menunjukan keberhasilan atau ketidak 

mampuan instansi dalam pencapaian kegiatan dan memperlihatkan 

pertumbuhan belanja di dalam instansi tersebut. Dimana rasio tersebut 

membandingkan tingkat kemampuan dalam pengeluaran belanja serta 

ketepatan dalam  mengeluarkan belanja dengan hasil yang sesungguhnya 

ingin dicapai serta memperlihatkan pertumbuhan belanja dalam suatu 

instansi. Dengan melihat Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 

pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, maka penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Realisasi 

Anggaran Belanja Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Provinsi Sumatera Barat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan  

yang dapat dirumuskan yaitu  “Bagaimana kinerja anggaran belanja Dinas 

Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2012 sampai dengan 2016?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan, yaitu : 

“Untuk menganalisa apakah pengeluaran anggaran belanja dan 

pertumbuhan belanja sudah terealisasi dengan baik pada Dinas Prasarana 

Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat” 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari 

dilakukan penelitian, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai rasio pada Dinas Prasarana 

Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera 

Barat.Sehingga dapat memantapkan teori dengan praktek di 

lapangan.Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan 

konsep mengenai analisis rasio efisiensi, efektifitas, varian, 

pertumbuhan dan keserasian belanja pada Dinas Prasarana Jalan 

Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan memperluas 

pengetahuan yang terjadi dalam instansi pemerintah, 

khususnya bagian bendahara pengeluaran yang 

berhubungan dengan rasio efisiensi, efektifitas, varian, 

pertumbuhan dan keserasian belanja. 

b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi 

instansi yang bersangkutan dalam menganalisa rasio 
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efisiensi, efektifitas, varian, pertumbuhan dan keserasian 

belanja. 

c. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan 

pengetahuan mengenai rasio belanja pada Dinas Prasarana 

Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 

dan sebagai acuan dalam penelitian. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan  

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan 

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu 

entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya 

terhadap peraturan perundang–undangan. Seiring dengan 

reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan 

perubahan–perubahan diberbagai bidang untuk mendukung 

agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan 

dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan terhadap Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja pada instansi tersebut cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kegiatan program kerja yang sesuai dengan yang telah 

direncanakan oleh instansi tersebut. 

Namun masih terdapat beberapa masalah yang ada pada 

instansi tersebut. Pada tahun 2012 - 2016, permasalahan pada 

program kerja yang salah satunya adalah aspek pembangunan 

gedung terkendala dikarenakan gagal tender bahkan putus kontrak 

dengan PT yang bersangkutan sehingga program tersebut tidak 

terlaksana.  

Selain masalah pada pembangunan gedung, terdapat juga 

masalah internal di instansi tersebut. Seperti perencanaan 

pengadaan perpustakaan. Namun perencanaan program tersebut 

tidak terealisasi dikarenakan di intansi tersebut tidak terdapat 

perpustakaan, sehingga perencenaan tersebut tidak bisa di 

laksanakan. 
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B. Saran  

Berdasarkan pada penelitian dan dari kesimpulan diatas, 

maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Prasarana 

Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam 

beberapa pandangan ataupun penjelasan terkait permasalahan yang 

sering terjadi pada instansi tersebut, antara lain : 

1. Bagi Instansi 

Dari sekian aspek lima rasio tersebut terdapat 

permasalahan yang terjadi seperti permasalahan pada 

pembangunan gedung karena sengketa tanah. Agar hal 

tersebut tidak terjadi kembali sebelum intansi akan 

melaksanakan program kerja tersebut, seharusnya instansi 

mematangkan rencananya tersebut agar tidak menemui 

kendala yaitu dengan  menyelesaikan atau  memperjelas 

dokumen - dokumen yang menyangkut dengan  tanah atau 

lokasi yang nantinya akan dibangun. sehingga proses 

pembangunan nantinya tidak terganggu dan dapat berjalan 

seperti yang direncanakan. 

Selain itu pada masalah belanja, seharusnya instansi 

harus mempertimbangkan apakah belanja yang akan 

dilakukan benar – benar diperlukan atau tidak. Anggaran 

yang telah diberikan seharusnya dimanfaatkan untuk hal 

yang benar - benar diperlukan. Sehingga mengurangi 
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pemborosan dan terhindar dari infisiensi anggaran agar 

tingkat keefisienan dan keefektifan tercapai dengan baik. 

2. Bagi peneliti 

Dalam penelitian dan perhitungan yang dilakukan, 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan 

dalam memperlihatkan kondisi kinerja anggaran belanja. 
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